ABSTRAK

Perkawinan merupakan peristiwa antara seorang pria dan wanita dalam menyatukan
ikatan lahir batin dan membentuk sebuah keluarga. Semakin berkembangnya
kehidupan masyarakat dapat ditemukan pula perkawinan poligami, perkawinan
poligami dalam hukum Indonesia pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat yang
harus dipenuhi, namun di lapangan ditemukan adanya perkawinan poligami yang
tidak dicatatkan ke pengadilan. Penelitian ini ditulis menggunakan metode
pendekatan empiris dengan metode pengumpulan data melalui studi bahan hukum
dan wawancara. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan kualitatif.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang
menjadi alasan terjadinya praktik perkawinan poligami yang tidak mendapatkan izin
pengadilan, serta mengkaji bagaimana pelaksanaan terhadap hak-hak isteri dan anak
dapat terpenuhi. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik perkawinan poligami
tanpa pencatatan banyak dilakukan karena beberapa individu beranggapan
kepentingan pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administratif saja, hal
tersebut dipengaruhi juga oleh faktor sosial, ekonomi, keagamaan, maupun hukum.
Pelaksanaan hak istri dan anak yang berada dalam perkawinan poligami tersebut
belum sebanding, terdapat kesenjangan penerimaan antara perkawinan pertama dan
perkawinan poligami. Diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat bahwa
pencatatan perkawinan bukan sekedar hak administratif, pencatatan perkawinan
berguna sebagai sarana perlindungan hukum untuk pihak yang ada di dalam
perkawinan, serta pencatatan perkawinan menjadi salah satu bukti dalam menjamin
perlindungan perkawinan dan hak isteri-isteri dan anak.

Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Tanpa Izin, Hak Istri, Anak.



